Menimbang

Mengingat

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONES A

NOMOR 25 TAHUN 1980
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 26 TAHUN 1965
TENTANG APOTIK

Presden Republik Indonesia,

bahwa ddam rangka menunjang pembangunan nasond bidang kesehatan
perlu dikembangkan iklim yang baik mengena pengelolaan apotik sehingga
Pemerintah dgpat menguesa, mengatur dan mengawad persediaan,
pembuatan, penyimpanan, peredaran, dan pemekaian oba dan perbekalan
farmadg lainnya;

. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas perlu diadakan perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965;

. Pasd 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembukaan Apotik (Lembaran

Negara Tahun 1953 Nomor 18);

. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan

(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2068);

. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmas (Lembaran Negara

Tahun 1963 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2580);

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1962 tentang Lafal Sumpah/Janii

Apoteker (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 69);

. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1964 tentang Pendaftaran |jazah dan

Pemberian ljin  menjalankan Pekerjaan Dokter/Dokter  Gigi/Apoteker
(Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2691);

. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran

Negara Tahun 1965 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2742);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1965 TENTANG
APOTIK.

Pesdl |

Mengubah ketentuan-ketentuan Pasd 1, Pasal 2, Pasd 3, Pasal 4, dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 1965, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1

3a

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan apotik addah suatu tempat tertentu,
tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyauran obat kepada masyarakat.

Pasal 2

Tugas dan fungs apotik adalah :

a
b.

C.

Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan;
Sarana farmas yang melaksanakan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran dan
penyerahan obat atau bahan obat;

Sarana penydur perbekaan farmas yang harus menyebarkan obat yang diperlukan
masyarakat secara meluas dan merata

Judul Kepadadi atas Pasd 3 diubah, sehingga berbunyi: PENGELOLAAN APOTIK;

b.

Pasal 4

1)

(2
©)

Pasal 6

Pasal 3

Setelah mendapat izin Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, apotik

dapat diusahakan oleh :

a Lembaga atau Instans Pemerintah dengan tugas pelayanan kesehatan di Pusat
dan di Daerah;

b. Perusahaan milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah;

C. Apoteker yang telah mengucapkan sumpah dan telah memperoleh izin kerja
dari Menteri Kesehatan.

Pengelolaan apotik menjadi tugas dan tanggungjawab seorang apoteker dan
dilaksanakan sesual dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang
Farmad.

Tatacara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab apoteker sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan.

Tugas dan tanggung jawab seorang gpoteker sebagaimana dimaksud daam ayat (1)
dan ayat (2) dilaksanakan tanpa mengurangi tugas dan tanggung jawab seorang dokter
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dan hal-hal teknis lainnya yang belum diatur dalam
Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan.
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Pasal |1

Apotik yang telah mendapat izin dari Menteri Kesehatan pada saat Peraturan Pemerintah ini
diundangkan, diwajibkan menyesuaiken dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini selambat-
lambatnya dalam waktu 3 (tiga) tahun.

Pasd I11
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku padatangga diundangkan.

Agar supaya setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesa

Ditetapkan di Jekarta
padatanggal 14 Juli 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jekarta
padatanggal 14 Juli 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
SUDHARMONO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 40
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